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ABSTRAK

Sistem Informasi Aparatur Negara Sipil (SIASN) adalah sistem digitalisasi pengelolaan aparatur sipil negara
untuk mewujudkan pelayanan SDM tanpa kertas. SIASN sebagai wadah penyelenggaraan pelayanan manajemen bagi
Aparatur Sipil Negara memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah pelayanan pangkat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
dalam proses kenaikan pangkat PNS di Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang
Hasundutan dan kendala apa saja yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan promosi PNS. Sistem Informasi
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif dan teknik triangulasi dalam pengumpulan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam proses
pelaksanaan usulan peringkat periode 1 Oktober 2022 hingga 1 April 2023 masih terdapat beberapa kendala dalam
mengusu lkan kenaikan pangkat menggunakan SIASN sehingga perlu dilakukan perbaikan agar penggunaan SIANS dapat
dilakukan dengan lebih baik

Kata kunci : sistem informasi aparatur sipil negara; Promosi; pegawai negeri.

ABSTRACT

The Civil State Apparatus Information System (SIASN) is a system for digitizing the management of the state
civil apparatus to realize paperless HR services. SIASN as a forum for administering management services for
the State Civil Apparatus has several functions, one of which is rank service. This study aims to find out
and analyze the implementation of the State Civil Apparatus Information System (SIASN) application in the
process of promotion of Civil Servants at the Personnel and Human Resources Development Agency of Humbang
Hasundutan Regency and what obstacles were found during the implementation of civil servant promotion
activities The civil service at the Agency for Personnel and Human Resource Development in Humbang Hasundutan
District uses the State Civil Apparatus Information System. In this study, researchers used a qualitative
approach using qualitative descriptive methods and triangulation techniques in data collection. The results
of the study show that in the process of implementing the proposed ranks for the period 1 October 2022 to 1
April 2023 there are still several obstacles in proposing promotions using SIASN so that improvements need
to be made so that the use of SIANS can be made better.

Keywords : state civil apparatus information system; promotions; civil servants.
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PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tumpuan hidup manusia dan memasuki era revolusi industri
dunia kelima. Memanfaatkan daya komputasi dan data yang tidak terbatas, semuanya menjadi tidak terbatas. Inpres RI
No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government saat ini mengimbau
pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi yang luas untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada,
dapat membuka peluang untuk memperoleh, mengelola dan menggunakan informasi secara cepat, akurat dan tepat.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup semua
kegiatan yang terkait. Misalnya dalam pengolahan data, manajemen informasi dan sistem manajemen. Perkembangan
teknologi informasi melalui pengenalan koneksi internet dalam administrasi diyakini dapat mengatasi berbagai masalah
dengan meningkatkan efisiensi, inovasi, produktivitas, memperluas jangkauan dan penghematan biaya. Badan
Kepegawaian Negara sebagai pembinaan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi untuk
menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai
jalannya pemerintahan. Dalam rangka menginternalisasi target tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan
dan akuntabel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya mengenai integrasi
dan satu data ASN dibangunlah Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sebagai wujud implementasi amanat
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data
kepegawaian dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. SIASN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan kepegawaian dalam pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan kenaikan pangkat, mutasi,
pensiun, dan hal-hal terkait administrasi kepegawaian lainnya. SIASN diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian
Negara (BKN) dengan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan menjadi sarana utama dalam mengumpulkan,
memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi kepegawaian dari seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Dalam
SIASN, setiap ASN memiliki profil dan data kepegawaian yang terdokumentasi dengan lengkap dan akurat. SIASN
sebagai wadah pelaksanaan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara, memiliki beberapa fungsi yang salah satunya
merupakan Layanan Kepangkatan. Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mulai menggunakan SIASN sebagai media
layanan kepangkatan sejak Oktober 2022. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa permasalahan yang menjadi
hambatan dalam pelaksanaan usul kenaikan pangkat Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan periode Oktober
2023 dan periode April 2023. Meskipun SIASN telah diterapkan di beberapa instansi pemerintah, namun masih terdapat
beberapa permasalahan dalam penerapan aplikasi ini seperti :Kurangnya pemahaman PNS Beberapa PNS yang
mengajukan usulan kenaikan pangkat masih didapati kurang paham mengenai syarat berkas yang diminta, sehingga
menghambat proses administrasi di BKPSDM Kabupaten Humbang Hasundutan. Ketidakpahaman ini dapat
mengakibatkan kesalahan dalam mengajukan usulan, seperti kelalaian dalam melampirkan dokumen yang diperlukan
atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga menyulitkan pegawai di BKPSDM dan harus menghubungi
PNS satu-persatu. Kurangnya ketelitian Kurangnya ketelitian pemeriksaan berkas baik dari penyedia layanan maupun
dari PNS yang ingin mengajukan kenaikan pangkat dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti kesalahan dalam
pengentrian masa kerja, golongan maupun jabatan PNS. Data yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam
perhitungan kenaikan pangkat. Jika seorang pegawai seharusnya mendapatkan kenaikan pangkat namun data yang
dimasukkan salah, maka pegawai tersebut mungkin akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan status jabatannya.
Jika data kenaikan pangkat salah, pegawai yang bersangkutan dapat merasa tidak puas dan merasa dirugikan. Hal ini
dapat berdampak pada motivasi dan produktivitas pegawai. Keterbatasan Fungsionalitas Keterbatasan fungsionalitas di
SIASN merujuk pada batasan atau keterbatasan dalam fitur atau kemampuan aplikasi SIASN dalam mengakomodasi
semua jenis permohonan atau proses administrasi kepegawaian yang kompleks, integrasi dengan sistem lain. SIASN
tidak menyediakan fungsionalitas yang lengkap yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang spesifik dalam proses
kenaikan pangkat, sehingga memerlukan pemrosesan tambahan secara manual. Seperti Rekon SKP yang dilakukan
secara manual sehingga memerlukan waktu lebih untuk memproses usulan kenaikan pangkat, padahal menu SKP di
SIASN sudah tersedia tetapi belum bias dipergunakan. Dari beberapa permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya,
maka peneliti tertarik untuk menuangkannya ke dalam penelitian untuk mengetahui, memahami dan menganalisis
implementasi aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri
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Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan serta
sebagai bahan masukan dan saran bagi Badan Kepegawaian Negara khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan agar dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap hambatan-hambatan yang ditemukan
pada saat usul kenaikan pangkat Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif vyaitu suatu proses pemecahan masalah yang di selidiki
dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail (Konfrenhensip), serta untuk menarik
generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Penelitian Kualitatif
bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitanya dengan variabel-variabel vyang
ada pada penelitian ini. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut
pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan
orang vang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo Basuki, 2006:78) Penelitian ini disusun
dan dianalisis dengan metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini berupa jenis data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil
wawancara langsung oleh peneliti kepada informan serta data hasil observasi lapangan. Sementara data sekunder adalah
data yang diperoleh dari hasil dokumentasi berupa laporan, karya tulis, koran, majalah, video dan lain sebagainya

Informan utama yang dianggap terlibat langsung dalam penelitian permasalahan ini adalah instansi yang terkait yaitu
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam pengumpulan data
menggunakan teknik Triangulasi data, yaitu dengan menggabungkan tiga teknik pengumpulan data berupa observasi,
wawancara dan dokumentasi. Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kabupaten Humbang Hasundutan. Lokasi dan Waktu
Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan mulai pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Lokasi Penelitian pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan. Informan Penelitian Informan adalah
pihak - pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Informan penelitian juga membahas karakteristik
subjek yang digunakan di dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling. Dalam
penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan informasi dengan ditentukan
berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu informasi mengetahui lokus dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini
terdapat 2 (dua) Informan penelitian, yaitu: Informan Kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui atau
yang sangat memahami permasalahan yang diteliti; terdiri dari Kepala Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja Aparatur
dan Disiplin, Staf Pengelola Kepangkatan BKPSDM Kab. Humbang Hasundutan; Informan Utama (main informan) merupakan
mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang naik
pangkat melalui periode tahun 2023 di |ingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Humbang Hasundutan 3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : Data Primer Data Primer adalah data yang
diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode
pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap informan yang sudah ditetapkan terutama
wawancara yang lebih mendalam dengan informan kunci penelitian. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh
melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, |iteratur-literatur jurnal, koran dan berbagai informasi lainnya
yang berkenan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi
data primer berupa tugas dan fungsi Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja Aparatur dan Disiplin BKPSDM Kabupaten
Humabang Hasundutan. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah
observasi dengan wawancara. Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode sebagai
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berikut : Observasi, dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek vyang menjadi sampel penelitian
tersebut, tujuannya untuk mendapatkan data-data yang mendukung permasalahan. Wawancara, melakukan tanya jawab
langsung pada responden yang dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi dan
pandangan partisipan terhadap suatu fenomena dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur.
Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, atau melalui surat elektronik. Dokumentasi: Dokumentasi adalah
teknik pengumpuan data yang dilakukan dengan cara mencari data-data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kajian
yang diteliti berupa catatan, transkrip, buku, foto, dan sebagainya. Teknik Analisis Data Analisa yang dilakukan
penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Model Analisis Interaktif Miles & Huberman. Model ini
memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan
baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan
data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Proses analisis
dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap, vyaitu: Pengumpulan Data Data yang diperoleh dari hasi
wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif
dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan
dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami
Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang
di jumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Reduksi Data Setelah data terkumpul
selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk
memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan
menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi
data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan
data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis
yang mena jamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga
memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Penyajian Data Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-
kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan
keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan
atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk
memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak
tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan
kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang
memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data
Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses
reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data
benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna
data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis
dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mulamula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan
bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil| observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data
hasi| penelitian. Kesimpulan - kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian
ber langsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori
dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang
dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya ketegori baru dari kategori
yang sudah ada

HASIL PENELITIAN
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Kenaikan pangkat merupakan penghargaan kepada PNS yang dengan tekun, penuh pengabdian melaksanakan tugas yang
dibebankan kepadanya, karena kenaikan pangkat adalah penghargaan kepada PNS yang telah mengabdi dengan tekun
dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka kenaikan pangkat sebaiknya diberikan tepat pada waktunya dan tepat
kepada orangnya

Sistem kenaikan pangkat pada Pegawai Negeri Sipil meliputi sistem kenaikan pangkat secara regular, pilihan
penyesuaian ijazah. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul adalah dalam pelaksanaan sistem kenaikan pangkat
secara pilihan karena adanya sistem kenaikan pangkat yang melalui Penyesuaian Ijazah. Pada Instansi pemerintah
di Indonesia dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa
setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus
Ujian Kenaiakan Pangkat Penyesuaian [jazah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan
Perundang-undangan yang ber laku

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam proses kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil (PNS) telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai wujud implementasi amanat
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
SIASN dirancang untuk mengelola berbagai aspek kepegawaian PNS, termasuk kenaikan pangkat. Melalui SIASN,
proses kenaikan pangkat PNS dapat dilakukan secara online dan terintegrasi, mulai dari pengajuan, verifikasi,
hingga penetapan kenaikan pangkat

Dalam implementasinya, SIASN memungkinkan PNS untuk mengajukan kenaikan pangkat secara elektronik melalui
sistem. PNS dapat mengisi data dan melampirkan dokumen yang diperlukan, seperti SKP (Sasaran Ker ja Pegawai),
sertifikat pelatihan, dan lainnya. Setelah pengajuan diajukan, sistem akan melakukan verifikasi dan evaluasi
terhadap persyaratan yang diajukan. Jika persyaratan terpenuhi, maka sistem akan menghasilkan rekomendasi
kenaikan pangkat. Selanjutnya, penetapan kenaikan pangkat akan dilakukan oleh BKPSDM

Implementasi SIASN dalam proses kenaikan pangkat PNS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan
transparansi dalam pengelolaan kepegawaian. Dengan adanya SIASN, proses kenaikan pangkat dapat dilakukan
secara cepat, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini juga memudahkan PNS dalam mengakses
informasi terkait kenaikan pangkat mereka

Berdasarkan hasi| observasi yang dilakukan peneliti mengenai implementasi aplikasi Sistem Informasi Aparatur
Sipil Negara (SIASN)  dalam proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi dari narasumber tentang implementasi SIASN dalam proses
kenaikan pangkat PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka berfikir yang mencakup indikator pelayanan menurut
Gaspersz, seperti mekanisme dan prosedur, ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, dan kelengkapan
Peneliti juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan proses kenaikan pangkat
PNS menggunakan SIASN di Kabupaten Humbang Hasundutan

Dalam hal mekanisme dan prosedur, Mekanisme dan prosedur kenaikan pangkat pada Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan sudah cukup baik, hanya saja munculnya keluhan
dari beberapa PNS tentang kurangnya informasi tentang kepangkatan sehingga seringkali mereka terkendala
dalam waktu pemberkasan karena batas waktu yang sudah ditentukan.

Dalam hal ketepatan waktu pelayanan, SIASN telah memberikan keuntungan dengan mempercepat proses verifikasi
dan evaluasi persyaratan kenaikan pangkat. Namun, masih terdapat beberapa kasus di mana proses verifikasi
memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, terutama jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengajuan
dokumen. Ketepatan waktu pelayanan penyelesaian SK Pangkat di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
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Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan sejak menggunakan SIASN sudah memuaskan. Surat Keputusan (SK) kenaikan
pangkat sudah bisa diterima PNS sebelum TMT pangkat

Dalam hal akurasi pelayanan, SIASN telah membantu dalam mengurangi kesalahan dalam pengolahan data dan
dokumen. Namun, masih terdapat beberapa kesalahan yang terjadi, baik dalam pengisian data maupun dalam
verifikasi persyaratan kenaikan pangkat. Hal utama yang sering menimbulkan keter|ambatan adalah kekurangan
kelengkapan berkas yang dibawa oleh PNS sendiri sehingga membutuhkan waktu lebih dalam proses penyelesaian
administrasi. Dalam hal kelengkapan pelayanan, kelengkapan dokumen kenaikan pangkat belum sepenuhnya dipahami
oleh masing-masing PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat sehingga menyulitkan pegawai di kepangkatan memproses
usul dari PNS karena hanya berkas yang lengkap saja yang bisa diusulkan ke sistem selebihnya harus menunggu
PNS melengkapi dulu baru bisa diproses sementara untuk proses pengentrian ke SIASN ada batas waktunya. Jadi
ketika PNS tidak melengkapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka usulan tersebut dianggap
TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Pelayanan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan tentu
tidak gampang. Ada berbagai kendala yang terjadi seperti:

1. Kurangnya pemahaman PNS mengenai syarat berkas yang diminta mengacu pada kurangnya pengetahuan atau
pemahaman yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil (PNS) mengenai persyaratan dokumen yang harus disertakan
dalam pengajuan kenaikan pangkat. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengumpulan berkas, seperti
kelalaian dalam melampirkan dokumen yang diperlukan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kurangnya
pemahaman ini dapat menghambat proses administrasi dan mempersulit pegawai dalam mengurus kenaikan pangkat
mereka.

2. Kurangnya kecermatan atau kehati-hatian dalam memeriksa dokumen yang diajukan oleh pegawai negeri sipil
(PNS) dalam proses kenaikan pangkat. Hal ini dapat mencakup kesalahan dalam pengentrian masa kerja, golongan
atau jabatan PNS, serta ketidaktepatan dalam perhitungan kenaikan pangkat

3. Kurangnya fungsionalitas SIASN mengacu pada keterbatasan atau kekurangan dalam fitur dan kemampuan
aplikasi tersebut. Hal ini dapat mencakup masalah seperti kesulitan dalam mengakses atau menggunakan fitur-
fitur tertentu, keterbatasan dalam pengelolaan data kepegawaian, atau ketidakmampuan dalam menyajikan
informasi secara akurat dan lengkap. Kurangnya fungsionalitas SIASN dapat menghambat efisiensi dan efektivitas
pengelolaan kepegawaian, serta mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada pegawai negeri sipi
(PNS).

4. Masih terdapat beberapa fitur dalam SIASN yang masih belum berjalan seperti menu SKP (Sasaran Ker ja
Pegawai) dimana SKP merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan harus di entry ke SIASN agar usul
bias diteruskan ke BKN. Karena menu SKP yang belum bisa berfungsi sehingga perlu memer|lukan pemrosesan
tambahan secara manual

PEMBAHASAN

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam pelayanan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Aplikasi Sistem
Informasi Aparatur Sipil Negara (Sutopo, 2009 : 31), vyang terdiri dari indikator: Mekanisme dan prosedur, Ketepatan
waktu pelayanan, Akurasi pelayanan, Kelengkapan

Dalam hal ini peneliti menggali informasi responden tentang implementasi aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipi
Negara (SIASN) dalam proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan

Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang implementasi aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
(SIASN) dalam proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
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Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan kunci dan informan utama
mengenai pengetahuan responden tentang indikator-indikator pelaksanaan pelayanan administrasi, sebagai berikut :
4.3.1 Berdasarkan Indikator Mekanisme dan Prosedur

Indikator yang menilai apakah mekanisme dan prosedur yang digunakan dalam pelayanan kenaikan pangkat PNS melalui
SIASN sudah sesuai dan efektif. Hal ini mencakup langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam proses
pelayanan kenaikan pangkat PNS melalui SIASN. Mekanisme dan prosedur yang baik haruslah transparan, terdokumentasi
dengan baik, dan mudah diikuti oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks pelayanan kenaikan pangkat PNS melalui SIASN, mekanisme dan prosedur yang efektif akan memastikan
bahwa semua tahapan dalam proses pelayanan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mekanisme
dan prosedur yang jelas dan terstruktur akan membantu meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa semua persyaratan
dan dokumen yang diperlukan telah dipenuhi

Sebagai contoh, mekanisme dan prosedur yang efektif dalam pelayanan kenaikan pangkat PNS melalui SIASN dapat
mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan dokumen persyaratan, verifikasi data, penilaian kinerja, dan
pengambi lan keputusan

Dengan adanya mekanisme dan prosedur yang efektif, pelayanan kenaikan pangkat PNS melalui SIASN dapat berjalan
dengan lancar dan meminimalkan potensi kesalahan atau kekurangan dalam proses pelayanan.

Mengenai Pertanyaan tentang Bagaimana mekanisme dan prosedur sistem kenaikan pangkat regular dengan sistem kenaikan
pangkat pilihan melalui penyesuaian setelah mendapat ijazah Sarjana (S1) dengan pangkat terakhir golongan I1/b
apakah berdasarkan peraturan harus naik golongan [l/c terlebih dahulu baru bisa penyesuaian ijazah menjadi golongan

[I11/a. Dengan adanya mekanisme dan prosedur yang efektif, pelayanan kenaikan pangkat PNS melalui SIASN dapat
ber jalan dengan lancar dan meminimalkan kesalahan atau kekurangan dalam proses pengentrian ke SIASN. Mekanisme dan
prosedur yang jelas dan terstruktur akan membantu meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa semua persyaratan dan
dokumen yang diperlukan telah dipenuhi
Terkait masalah di atas sebagaimana di ungkapkan oleh informan i1, beliau menjelaskan bahwa :

“masih banyak PNS yang mengira bahwa jika mereka sudah mengikuti UKPPI (ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah)
dan sudah memiliki sertifikat maka mereka tidak perlu lagi melengkapi berkas untuk kenaikan pangkatnya. Sebenarnya
antara proses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI) adalah dua
hal yang berbeda, meskipun keduanya memiliki keterkaitan. Padahal UKKPI adalah salah satu syarat untuk kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah.” . (Wawancara, 28 Agustus 2023). Menurut pendapat Gaspersz (1997) dalam Sutopo (2009 :
31) yang menyatakan bahwa aspek kemudahan mendapatkan pelayanan juga menentukan kualitas pelayanan yang diberikan
kepada pengguna jasa pelayanan yang berkaitan dengan tempat pelayanan, banyaknya petugas yang melayani. Untuk
menyempurnakan hasil penelitian, peneliti juga mewawancarai Informan Utama
Berikut Hasil rekapitulasi wawancara peneliti dengan Informan Utama yaitu Pegawai Negeri Sipil yang naik pangkat
baik secara regular maupun kenaikan pangkat pilihan melalui penyesuaian ijazah di |ingkungan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara penulis dengan
Informan Utama yaitu Pegawai Negeri Sipil| yang naik pangkat tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan terhadap indikator mekanisme dan prosedur dilihat dari prosedur pelayanan kenaikan pangkat dilaksanakan
sesuai dengan aturan, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme dan prosedur kenaikan pangkat pada Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan sudah cukup baik, hanya saja munculnya keluhan
dari beberapa PNS tentang kurangnya informasi tentang kepangkatan sehingga seringkali mereka terkendala dalam
waktu pemberkasan karena batas waktu yang sudah ditentukan
Mekanisme pelayanan tidak hanya diperlukan untuk menciptakan keteraturan, namun juga mengedepankan kemudahan dan
kejelasan bagi PNS yang membutuhkan pelayanan yang baik. Kejelasan proses pelayanan berarti PNS memahami dengan
jelas setiap langkah yang dilalui dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh pelayanan yang
diinginkan. Prosedur pelayanan harus sederhana dan tidak berbelit-belit
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4.3.2 Berdasarkan Ketepatan Waktu Pelayanan

Ketepatan waktu pelayanan adalah indikator yang menilai sejauh mana pelayanan kenaikan pangkat PNS melalui SIASN
dapat diberikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup kemampuan dalam memenuhi
waktu yang telah ditetapkan untuk setiap tahapan dalam proses pelayanan

Pelayanan kenaikan pangkat PNS melalui SIASN harus dapat memberikan kepastian waktu kepada PNS mengenai kapan mereka
akan menerima keputusan kenaikan pangkat. PNS memiliki harapan dan ekspektasi terhadap waktu pelayanan yang telah
ditetapkan, dan ketepatan waktu pelayanan akan mempengaruhi kepuasan mereka terhadap proses tersebut.

Untuk mengukur ketepatan waktu pelayanan, dapat dilakukan pemantauan terhadap waktu yang diperlukan dalam setiap
tahapan pelayanan, mulai dari pengumpulan dokumen hingga pengambilan keputusan. Jika pelayanan kenaikan pangkat PNS
melalui SIASN dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa
indikator ini terpenuhi

Pelayanan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil| oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Humbang Hasundutan, bahwa harapan Pegawai Negeri Sipil khususnya PNS yang naik pangkat pada periode 01 Oktober 2022
dan 01 April 2023 tidak semuanya terpenuhi dalam hal ketepatan waktu dalam pemberkasan dan perbaikan dokumen
Peneliti memberikan pertanyaan tentang indikator Ketepatan Waktu Pelayanan kepada Informan Kunci mengenai pertanyaan
tentang bagaimana ketepatan waktu pelayanan kenaikan pangkat sejak menggunakan SIASN, apakah banyak yang mengalami
keter [ambatan?

Hasil wawancara dengan informan i1, menjelaskan bahwa:

“Untuk pemberkasan sendiri sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, apabila ada PNS yang mengusulkan berkas
kenaikan pangkat lewat dari jadwal yang ditetapkan maka tidak akan dilayani” . (wawancara tanggal 28 Agustus 2023)
Lebih lanjut ditegaskan oleh informan i3, dijelaskan bahwa :

“Surat Edaran kenaikan pangkat sudah dituliskan dengan jelas batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat, dan
apabila usul kenaikan pangkat tidak diusulkan sesuai dengan waktu dan persyaratan yang sudah ditentukan maka tidak
akan diproses. Disini sangat diperlukan kepedulian PNS yang bersangkutan, agar menyampaikan usul kenaikan pangkat
tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. (Wawancara, 31 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil| penelitian yang diperoleh melalui observasi dalam standar waktu pemberkasan dokumen, Peneliti
memberi pertanyaan kepada Informan Utama Akurasi pelayanan adalah indikator yang menilai sejauh mana pelayanan
kenaikan pangkat PNS melalui SIASN dapat diberikan dengan akurat dan pelayanan tersebut bebas dari kesalahan. Hal
ini mencakup keakuratan informasi. Kesalahan dalam kenaikan pangkat PNS ini dapat terjadi karena kurang telitinya
pegawai yang mengusulkan kenaikan pangkat dalam melengkapi berkasnya ataupun ketidak telitian petugas pelayanan
kenaikan pangkat

Dalam konteks kenaikan pangkat PNS melalui SIASN, akurasi pelayanan dapat diukur dengan memastikan bahwa informasi
yang diberikan kepada PNS mengenai persyaratan, prosedur, dan tahapan pelayanan adalah akurat dan jelas. PNS harus
mendapatkan informasi yang tepat mengenai dokumen yang harus disiapkan, langkah-langkah yang harus diikuti, dan
batas waktu yang harus dipatuhi

Selain itu, akurasi pelayanan juga mencakup kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku. Pelayanan kenaikan
pangkat PNS melalui SIASN harus memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) atau instansi terkait telah dipenuhi dengan benar. Untuk
menambah kejelasan tentang akurasi pelayanan, peneliti mencoba mewawancari beberapa Pegawai Negeri Sipil yang naik
pangkat baik secara regular maupun secara pilihan melalui penyesuaian ijazah periode Oktober 2022 dan April 2023
di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan. Indikator ini
menilai apakah seluruh aspek yang dibutuhkan dalam pelayanan kenaikan pangkat PNS melalui SIASN telah dipenuhi
dengan lengkap. Hal ini mencakup penyediaan semua informasi, layanan yang dibutuhkan oleh PNS tanpa kekurangan atau
kesalahan

Dalam konteks kenaikan pangkat PNS melalui SIASN, kelengkapan pelayanan dapat diukur dengan memastikan bahwa semua
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persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam proses kenaikan pangkat telah disediakan dengan lengkap. Ini termasuk
dokumen-dokumen seperti surat pengajuan kenaikan pangkat, dokumen pendukung seperti sertifikat pelatihan atau
i jazah, dan dokumen lain yang relevan

Yang dilihat dilapangan bahwa dalam administrasi berkas, kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat yang diajukan
oleh PNS, pada berkas usulan masih sering tidak lengkap padahal berkas usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil
merupakan dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan dalam persyaratan kenaikan pangkat. Ketidaklengkapan dalam pelayanan
dapat menyebabkan penundaan atau penolakan dalam proses kenaikan pangkat PNS

Indikator kelengkapan berkaitan juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang keberhasilan
seperti komputer untuk memproses data, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan
tidak dapat mencapai hasi| yang diharapkan

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengusulan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2022 dan 1 April 2023 mengalami perbedaan dari pelaksanaan
pengusulan kenaikan pangkat periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
merupakan aplikasi baru yang sebelumnya untuk pengusulan kenaikan pangkat menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK). SIASN sendiri sudah digunakan oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sejak Oktober 2022

Dalam pelaksanaannya, proses pengusulan kenaikan pangkat menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara terasa
menjadi lebih simpel dan cepat dalam pengajuannya jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Tetapi pada
kenyataannya dilapangan masih ada beberapa PNS yang dokumennya tidak |engkap sehingga pengusulan kenaikan pangkatnya
menjadi terhambat. Aplikasi yang baru ini tidak lagi mengharuskan pegawai untuk menyerahkan berkas ke BKPSDM tetapi
cukup menyerahkan softcopy dari dokumen vyang diperlukan yang sebelumya ketika menggunakan aplikasi SAPK harus
menyerahkan berkas fisik ke BKPSDM

Dalam penggunaan layanan kepangkatan menggunakan SIASN sudah memudahkan proses pencetakan Surat Keputusan (SK)
dimana semenjak menggunakan SIASN penerbitan SK tidak lagi mengalami keterlambatan seperti periode sebelumnya.
Karena proses cetak SK sudah dapat dilakukan langsung dengan SIASN, sehingga terdokumentasi dengan rapi secara
digital dan dapat lebih mudah diakses dimana saja

Dengan adanya SIASN diharapkan pelaksanaan pengusulan kenaikan pangkat dapat lebih efektif, efisien dan transparan

Dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan beberapa hambatan yang menyebabkan pengusulan kenaikan pangkat
menggunakan SIASN menjadi kurang optimal, hambatan-hambatan tersebut perlu menjadi perhatian untuk dijadikan bahan
perbaikan agar pelaksanaan kenaikan pangkat menggunakan SIASN dapat lebih optimal. Dalam pengusulan kenaikan pangkat
melalui layanan kepangkatan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) terdapat beberapa hal yang harus
diperbaiki agar penggunaan SIASN dapat lebih optimal, diantaranya:

1. Peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis PNS. Perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan yang intensif
untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis PNS dalam menggunakan aplikasi SIASN. Hal ini akan membantu
mengurangi hambatan dalam penggunaan aplikasi dan meningkatkan efektivitas implementasi SIASN

2. Perbaikan infrastruktur jaringan. Diperlukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jaringan untuk
memastikan koneksi internet yang stabil dan lancar. Hal ini akan mengurangi kendala teknis yang terkait dengan
koneksi internet yang tidak stabil dan memperlancar proses verifikasi dan evaluasi persyaratan kenaikan pangkat.

3. Peningkatan ketelitian dalam pemeriksaan berkas. Perlu ditingkatkan ketelitian dalam pemeriksaan berkas oleh
penyedia layanan dan PNS yang mengajukan usulan kenaikan pangkat. Hal ini akan mengurangi kesalahan dalam pengisian
data dan memastikan persyaratan kenaikan pangkat terpenuhi dengan benar

4. Monitoring dan evaluasi yang lebih intensif. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif
terhadap implementasi SIASN dalam proses kenaikan pangkat PNS. Hal ini akan membantu mengidentifikasi masalah yang
muncul dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat dan efektif

5. Pengelolaan data pegawai di Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan dapat dioptimalkan secara digital dan
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terintegrasi, agar tercapainya data pegawai yang akurat sehingga layanan kepangkatan melalui SIASN dapat lebih
optimal

SARAN

Dari proses penelitian yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dapat disimpulkan

beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak yang berperan dalam proses penelitian ini. Adapun saran

tersebut adalah :

1. Perlu penelitian lanjutan untuk melakukan pemeriksaan, pengobatan, pencegahan serta penemuan kasus baru

2. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai infeksi cacingan agar murid lebih mengetahui dan peduli tentang
kesehatan dan kebersihan dan bersedia memberikan fesesnya untuk diperiksa

3. Peningkatan ker jasama antara Kepala Sekolah dan Guru untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada
muridmengenai pentingnya higienitas dan lingkungan untuk menurunkan angka kejadian infeksi STH

4. Adanya peran serta orangtua dan puskesmas setempat dalam usaha pencegahan atau pun pengobatan infeksi STH
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